
GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR I G I 37o lvt.Oz I IJ.KI 2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DA"ERAII KABUPATEN
PESAWARAN TENTANG PERTANGGT'NGJAWABAN PELAI(SANAAN

ANG(iARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAX PERATURAN BUPATI
PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAI(SANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERATI
TAIIUN AN(X}ARAN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca Surat Bupati Pesawaran Nomor : 9OOl1497 lV.O2/Vl/2O24
tanggal 4 Juni 2024 Perihal Penyampaian Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang
Pertanggunglawal-.a.n Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah 1'ahun .Anggaran 2O23 dan Rancangan
Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ditetapkan
bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
tentang Pertanggunglawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah da.n Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Pcnjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan;a Daerah,
sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk
dievaluasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurrf a tersebut diatas, periu menetapkan
Keputusan Gubernur Lampung tentang trvaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten pesawaran

tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Penciapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati pesawaran tentang
Penjabaran Pertanggungl'awabar pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



Mengingat

-2-

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara trl.epublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terelhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2(t2.3 (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemcrintahal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tal'run 2O1O Nomor 123, Tamt'ahan
Lembaral Negara Republik lrrdonesia Nomor 5165);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dal Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peratural Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenalg Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Irrdonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Ta-rrbahal Lembarar Negara
Republik Indonesia Nomor 62241;

5. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keualgan Daerah (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tatnbalran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menten Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akr-ual Pada Pemerintah Daeral-r (Berita Negala
Republik indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1l Tahun 2017
tentalg Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentarig Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaral
Pendapatan dal Belanja Daerah dan Rancangan Peratural
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelal<sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik hrdonesia Tahun 2Ol7 Nomor 45O);

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 "fal:'ttn 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2018 tentarr.g Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahufl 2O2l Nomor 397);



Mcnctaokal

KES,ATU

KEDUA

KET]GA

-3

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN GUBERNUR IENTANG EVALUASI RANCANGAN
PBRA'IURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PE}.IDAPATAN DAN BELANJA DAtrP.AH TAHUN ANGGARAN
2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN

TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

PtrLAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23 dan
Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan An ggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana
tercanturn dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran
segera melakukan penyempurnaan hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan
Rancangan Peratural Daerah Kabupaten Pesawaral tentanS
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan
I)aerah setelah memperoleh Nomor Register Peraturan Daerah
dari Gubernur, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan
Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tat un Anggaran 2,023 menjadi Peraturan Bupati Pesawaran
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya
Keputusan ini.
Da-lam hal hasil evaluasi selragaimana dimaksud Diktum
Kesatu tidak ditindaklanjutr oleh Bupati cian DPRD

Kabupaten Pesavraran, dan Bupati Pesawaran menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah tentang PertangEpngiar.vaban
Pelaksanaan Anggaran Pend.rpatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan
Rancangan Peratural Bupati Pesawaran tenterng Penjabaran
Pertanggungjawabal Pelaksanaan Anggaral Pendapatal dan
Belarja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan
Bupati Pesawaran, Gubernur mengusulkan kepada Menteri
Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undanga-n.
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Bupati Pesawaran segera menyampaikan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesawaran
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2b Juni 2024

PJ. GUBERNUR G

IN

Tembusan:
1. Menteri Dalam NeSeri RepubLik lndonesia;
2. Menteri Keualgan Republik lndonesia:
3. Kepala Badart PeEeriksa Keuangan Republik Itdonesia Perwskilan Provinsi Lo&pung;
4. Inspeku:r ProYinsi Impung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesa\raran;
6. Kepala Biro Hukum Selaetariat Daerah hovinsi Lampung.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
Nol\'IoP. : G/37olYI.o2/HK/2024
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATI]RAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAFIUN
ANGGARAN 2023 DA]{ RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

EVALTIASI KONSISTENSI
Terdapat kesesuaian antara Peraturan Daerat., Kabupaten Pesawaran
Nomor 2 Tahun 2023 tenlang Perubahal Anggaral Pendapatan dart
Beianja Daeralr Tahun Anggaran 2023 dan Pera-turan Bupati Nomor 22

Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesawaral tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023
dengan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertalggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun 2023.
Pada tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar
dapat terus mempertahankan konsistensi arrtaia Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Betalja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahal
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Betanja Daerah dengan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertalggungjawabarr Pelalsanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah.

I

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATI.'RAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELANSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAIII'N ANGGARA,IT 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN

BUPATI PESAWARAN TENTAI{G PENJABASTAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAI{ ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAER3,H

TAHUN ANGGARAN 2023
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il. EVALUASI KEBIJAKAI{
2.L REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Total Pendapatan Daerah l'urhun Anggaran 2A23 sebesar
Rp1.212.663.765.525,67 atau setara dengan 9l,O8o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp1.331.480.4O5. I 16,OO dengan rinciarr
sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rea-lisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2423
sebesar Rp88.O37.737.058,67 atau setara dengan 53,25y" lebih
kecil dari target yang dianggarkal dalam APBD Tahun Anggaran
2023 yaitu sebesar Rp165.329.822.61 6,00.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan pada
Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih besar dari realisasi
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana
realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2A22 adalah
sebesar Rp82.092.045.212,!6. Anggaran dan realisasi
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai

berikut:

1) Pajak Daerah
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp40.861.960.015,08 atau setara dengan 55,05%
iebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar
Rp74.222.0OO.000,OO. Berdasarkan data 5 (lima) tahun
terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Realisasi (Rp)

2) Retribusi Daerah
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran
2A23 sebesar Rp3.828.798.857,4O atau setara dengan

53,41o/o lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar

Rp7.169.607.5O0,0O. Berdasarkan data 5 (lir'na) tahun
terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatal Retribusi
Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai

berikut:

Tahun Anggaran (Rp) o/o

1 2 3 4

2019 29.950.015,650,00
2020 28.835.7 00.O00,00

28 .57 4 .590 .491 ,54
29.t23.833.409,50

95,41
1.01,00

2A2l 31.390.O00.000,00 28.t79.870.661,00 89,77
2022 65.740.OOO.000,OO 36.760.O93.377,24 55,92

2023 74.222.000.000,00 I 40.8b1.960.015,08 55,05
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3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Realisasi pendapatan da-ri Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp1.998.524.639,60 atau setara dengan 99,53o/o lebih kecil
dari yang dianggarkan sebesar Rp2.0O7 .888.27 L,AO.

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan adalah sehagaiman:,a tercantum Calam

tabel sebagai berikut:

Realisasi (Rp)

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp41.348.453.546,59 atau setara

der^gan 50,47o/o lebih kecil Cari target yang dianggarkan
sebesar Rp81.930.326.845,00. Berdasarkan data 5 (lima)
tahun terakhir Anggaran dan Rea-lisasi Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebagainlana
tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun Realisasi (Rp) o/o

1 2 3 4

20t9 33.540. t20.687,OO 25.054.526.569,34 74,7O

2020 34.577 .722.234,OO 29.239.57 5.563,85
34.950.953. 198,33

84,56

2021 43.377 .179.551,00 80,57

2022 62.254.84q.349,00 40.509.033.874,32
4t,348.453.546,59

65,O7

2022 50,47

Anggaran (Rp)

B 1.930.326.845,00

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Tralsfer Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp1.I24.14O.131.292,00 atau setara dengan 96,55Vo dari target
yang dianggarkan sebesar Rp1. t64.337.681,00. Realisasi

Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Yo

1 2

2.459.500.OOO,OO
3 4

20-19 1.694.994. 102,OO 26,69
2020 t2.544.066.t47 ,OO 12.192.774.802,OO 97,2O
2027 L4.394.OOO.000,O0 16.745.519.738,OO 7 76,34
2022 6.232.750.0OO,00 3.O54.372.585,0O

7 .t69.607.500,00 3.828.798.857,40
49,O1

2023 53,40

Tahun Anggaran (Rp) o/o

1 2 3 4

2019 1.050.000.000,00 947.382.228,O5 90,23
1.602.625.700,69 100,oo2020 t.602.625.74O,69

1.798.t57 .127 ,OO2021 L.798.t57.126,62 | 1O0,OO

2022 4.O52.625.701,00 1.768.545.375,60 43,64

2022 2.OO7 .888.27 l,OO 1 .998.524.639 ,60 99 , 53

I

I
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C

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, berupa :

a) Dana Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp26.015.670.485,00
atau setara dengan IO5,7 Oo/o dari target yang
dianggarkan sebesar Rp24.5 12.7 | 1.428,O0;'

b) Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar
Rp634.632.103.468,00 atau setara dengan 99,99o/o dari
target yang dianggarkan sebesar Rp63 4 . 67 6.295. 000, 00 ;

c) Dana Alokasi Khusus - Fisik terealisasi sebesar
Rp57.052.805.800,00 atau setara dengan 98,29o/o deri
target yailg dianggarkan sebesar Rp58.042.74O.OOO,0O;

d) Dana Alokasi Khusus DAl( Non Fisik terealisasi sebesar
Rp187.910.702.594,OO atau setara dengan 98,11% lebih
kecil dari target yang dianggarkan sebesar
Rp 19 1.529.228.OO0,O0.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah hrsat Lainnya, berupa :

a) Darla Insentil Daerah (DID) terealisasi sebesar
Rp11.612.178.OO0,OO setara dengan 1OO,O0% d ari target
yang dianggarkan sebesar Rp 1 1. 6 1 2. 1 78.000,00;

b) Dana Desa terea-lisasi sebesar Rp141.548.213.000,00
setara dengan 100,00% dari target yang dianggarkar
sebesar Rp 14 1.548.2 I 3.000,00;

3) Pendapatan Transfer Antar Daerah adala-h pendapatan Bagi
Hasil terea,lisasi sebesar Rp65.368.457.945,00 setara
dengan 63,890/o dan target yang dianggarkan sebesa-r

Rp1O2.3 16.3 1O.253,O0;

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun
Anggaran 2023, berupa pendapatan hibah, sebesar
Rp485.897.175,OO atau setara dengal 26,8Oo/" lebih kecil Cari
target yang dianggarkan sebesar Rp i.8 1 2.906. 8 1 9,00 ;

2.2 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

a. Terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari vang dianggarkan
yaitu pada:

1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

al Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah sub rincian objek
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS kode rekening

4.1.04.05.04.0001 terealisasi sebesar Rp3.054.018,0O atau

setara dengan 6700/o dari yang dianggarkan sebesar

Rp50o.000,00;
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b) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah sutr rincian objek
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji
dan Tunjangan kode rekening 4. 1.04. I 5.03.000 1 terealisasi
sebesar Rp719.875.899,00 atau setara dengan 144Vo dari
yang dianggarkan sebesar RpSOO.COO.OOO,OO;

c) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah sub rincian objek
Pendapatan dari Pengembalial Kelebihan Pembayaran
Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa kode
rekening 4.1 .04.15.04.0001 terealisasi sebesar
Rp 1.474. 153.878,OO atau setara dengan l57o/o dai yang
dialggar:kan sebesar Rp936.659.278,00;

d) Pendapatan dari Lain-1ain PAD )'ang Sah sub rincian objek
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Belanja Modal Jaian-jalan Lainnya kode relening
4. 1.04.15.65.0010 terealisasi sebesar Rp2.969.884.945,00
atau setara dengan 298% dari yang dianggarkan sebesar
Rp996.399.O83,O0.

b. Terdapat realisasi pendapatan lebih kecil dari yang dianggarkan,
yaitu pada:

i) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pendapatan Retribusi Jasa
Usaha dengan rincian objek Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah subrincian Objek Retribusi Penyewaan Tanah dan
Barrgunan kode rekening 4 .7 .O2.O2.O1.000 1 terealisa.si sebesar
Rp5.000.000,00 setara dengan ll,8lo/o dari yang dianggarkan
sebesa-r Rp42.350.000,00;

2) Dinas Kesehatan, Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah sub rinciarr objek Pendapatan Dana Kapitasi
JKN pada FKTP kode rekening 4.3.03.02.01.0001 terealisasi
sebesar Rp355.338.175,00 atau setara dengan 42o/o dau.i yang
dianggarkan sebesar Rp845.236.8 19,OO;

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha rincian objek Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah sub rincian objek Retnbusi
Pemakaian Alat kode rekening 4. I.O2.O2.OI.0O07 terealisasi
sebesar Rp75.328.250,O0 setara dengan 2a SOYo dari yalg
dianggarkan sebesar Rp266.200.000,00;

b) Pendapaturr Retribusi Perizinan Tertentu sub rincian objek
Retribusi Persetujual Bangunan dan Gedung kode rekening
4.1.O2,.O3.O7 .00O 1 terealisasi sebesar Rp 1.095.362.7 96,00

setara dengan 56,58o/o dari yang dianggarkan sebesar

Rp1.936.000.000,00;
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4) Satuart Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,
Pendapatan Retribusi Jasa Umum Rincian Objek Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaral sub rincian objek
Retribusi Peiayanan Pemeriksaan dan/ atau Pengujian Alat
Pemadam Kebakaran kode rekening 4.1.O2.O1.07.0001
terealisasi sebesar Rp21.344.2OO,O0 setara dengan 58,80%
dari yang dianggarkan sebesar Rp36. 3O0. 0O0,0O;

5) Dinas Pertalahan dan Linglc:ngan Hidup

a) Pendapatan Retribusi Jasa Umum sub rincian objek
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kode
i-ekening 4.1.02.01.02.0001 terealisasi sebesar
Rp2O2.O99.2O0,00 setara dengan 61,7L% dari yang
dianggarkan sebesar Rp327.50O. O00,00;

b) Pendapatan Retribusi Jasa Umum sub rincian objek
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus kode
rekenirrg 4.1.02.01.09.0001 terealisasi sebesar
Rp7.O5O.O00,0O setara dengan 32,37o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp2 1.780.000,00;

6) Dinas Perhubuugan

a) Pendapatan Retribusi Jasa Umum rincian objek Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sub rincian objek
Retribusi Penyediaan Pelayaral Parkir Di Tepi J alan
Umum kode rekening 4.f .02.O1.04.000i. terea,lisasi
sebesar Rp125.232.500,00 setara dengan 48,94o/o dari
yang dianggarkan sebesar Rp255.900.000,00;

b) Pendapatal Retribusi Jasa Usaha dengan rincian objek
Retribusi Tempat Khusus Parkir sub rincian Objek
Retribusi Pelayanal Tempat Khusus Parkir kode rekening
4.L-O2.O2.O5.0001 terea,lisasi sebesar Rp35.657.000,OO
setara dengan 22,55Vo dari yang dianggarkan sebesar
Rp 158.100.000,00;

c) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dengan sub rin.cian
Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan kode rekening
4.1.O2.02.08.0001 terealisasi sebesar Rp24.524.000,00
setara dengan l3,5lo/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp181.500.000,00;

d) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dengan rincian objek
Retribusi Penyeberangan Air sub rirrcial Objek Retribusi
Pelayanal Penrre$s1€tntau Orang kode rekening
4.I.02.02.10.0001 terealisasi sebesar Rp1.000.O00,00
setara dengan 2,O7o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp48.400.000,00;
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7) Dinas Komunrkasi, Informatika, Statistik dan Persandian,
Pendapatan Retribusi Jasa Umum sub rincian objek Retribusi
Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi kode
rekenrng 4.1.02.O 1.13.OOO1 terealisasi sebesar
Rp451.005.000,00 setara dengan 66,82yo dari yang
dianggarkan sebesar Rp675.000. 000,0O;

8) Dinas Perikanan, Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu
Rincian Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan Sub rincian
Objek Retribusi Pernberian lzin Kegiatan Usaha
Pembudidayaan Ikan kodere kening 4.l.O2.O3.O4.OOO2
terealisasi sebesar Rp564.8 1O.O00,O0 setara dengan 52,45o/o

dari yang dianggarkan sebesar Rp 1.076.900.000,00;

9) Dinas Pariwisata, Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah sub
rincian obiek Hasil Kerjasama Daerah kode rekening
4.1.O4.O4.O 1.000 1 terealisasisebesar Rp389.680.000,00 atau
setara dengan 7,79Vo dari yang dianggarkan sebesar
Rp5.000.000,000,o0;

10) Dinas Perindustrian dal Perdagangan

a) Pendapatan Retribusi Jasa Umum sub rincian objek
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kode

rekening 4.1.02.01.02.0001 tereaiisasi sebesar

Rp494.247.153.000,00 setara dengan 62,11% dari yang
dianggarkan sebesar Rp795.77O.OOO,OO;

b) Pendapatan Retribusi Jasa Umum Rincian Objek
Retribusi Pelayanan Pasar Sub rincian Objek Retribusi
Los kode rekening 4.1.02.01.05.0002 terealisasi sebesar
Rp676.884.174,00 setara dengan 68,040/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp994.8 15.OOO,O0;

c) Pendapatan Retribusi Jasa llmum Rincian Objek
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sub rincian Objek
Retribusi Pengrjian Alat-alat Ukur, Takar, timbang dan
perlengkapannya kode rekening 4.1.O2.O1.11.OOO1

terealisasi sebesar Rp16.206.O84,00 setara dengan

21,78o/o rlari yang dianggarkan sebesar Rp74.415.000,00

11) Sekretariat Daerah Kabupaten, Pendapatan Retribusi Jasa
Usaha dengar rincian objek Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah sub rincian Objek Retribusi Pemakaian Ruangan kode

rekening 4.1.02.02.10.OO05 terealisasi sebesar

Rp33.054.500,00 setara dengan 22.,25o/o dari yang

dianggarkan sebesar Rp 148.527.200,00;



T2

12) Badan Pengeloiaan Keuanga:r dan Aset Daerah

a) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah dengan rincian
Objek Hasil Penjualaan Peralatan dan Mesin sub rincian
objek Hasil Penjualan Alat Angkutan kode rekening
4. l.O4.O 1.O2.0002 terealisasi sebesar Rp 1.0 1 7. 6 1 5.55 1, 00
setara dengan ll,97oh dari yang dianggarkan sebesar
RpS.5Oo.OCo.ooo,oo;

b) Pendapatan Jasa Grlro sub rincian objek Jasa Giro pada Kas
Daerah kode rekening 4.1.04 05.01.0001 terea-lisasi
sebesar Rp868.575.510,00 setara dengan 16,39o dari yang
dianggarkan sebesar Rp5.3OC.O0O.000,00;

c\ Pendapatan Penerimaal atas Tuntutan Ganti Kerugian
Keuangan Daerah dengan sub rincian objek T\rntutan
Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara kode rekening
4. 1 .04.O8.O 1.OOO 1 terealisasi sebesar Rp78.94O.OOO,OO

setara dengan 8.,97%o dari yang dianggarkan sebesar

Rp880.C00.000,00;

d) Pendapatan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian
Keuangan Daerah terhadap Pegawai Irlegeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain kode rekening
4.1.04.08.02.0001 terealisasi sebesar
Rp313.548.026.000,00 setara dengar 4,O9"/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp7.664.258.06 1,00;

e) Pendapatan dari Pengembalian dengan sub rincial objek
Pendapatal dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan
Gedung Tempat Kerja Lainnya kode rekening
4.1.04.15.61.OO3O terea-iisasi sebesar Rp344.236.554,OO
setara dengal 37,58o/o dari yang dianggarkan sebesar

Rp915.963.894,00;

f) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana
Perimbalgan dengal rincian objek Dana Transfer Ktrusus-

Dana Alokasi I.^husus (DAK) Non Fisik sub rincian objek

DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan

dan Anak kode reker:ing 4.2.01.01.04.OO22 terealisasi

sebesar Rp 18 O.97 2.552,OO setar:a dengan 4L,'24V. dari yang

dianggarkan sebesar Rp438.8OO.O00,OO;

g) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Desa

kode rekening 4.2.01.05.01.0001 terealisasi sebesar

Rp49.9O3.947.05O,0O setara dengan 35,26ok dari yang

dialggarkan sebesar Rp 14 1.548'2 13.0OO,OO;
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h) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Pendapatan
Hibah dengan sub rincian objek Pendapatan Hibah dari
Badan/ Lernbaga/Organisasi Luar Negeri kode rekening
4"3.O1.O4.O2.0OO1 terealisasi sebesar Rp13O.559.OOO,00
setara dengan 13,49y;o dari yang dianggarkan sebesar
Rp957.670.0O0,00;

13) Badan Pendapatan Daerah

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Hotel dengan kode
rekening 4.1.01.06.01.0001 terealisasi sebesar
Rp227.93L.910,00 setara dengan 25,33o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp9OO.OOO.OOO,OO;

b) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Cari Pajak Hiburan dengan
sub rincian objek Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan
Bermotor, darl Permainan Ketangkasan dengan kode
rekening 4- 1 .O 1-O8.Oa.OOO 1 terealisasi sebesar
Rp2O.353.O0O,OO setara dengal 4,O7oh dari yang
di anggarkan sebesar Rp500. 000. 00O,00;

c) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Parkir dengan
kode rekening 4. 1.01. 1 1 .01.0001 terealisasi sebesar
Rp224.636.840,00 setara dengan 37,44o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp600.0OO.OOO,0O;

d) Pendapatan AsIi Daerah (PAD) dari Pajak Air Tanah dengan
kode rekening 4. 1.01.12.01.0001 terealisasis sebesar
Rp293.954.40 1,OO setara dengan 39,19o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp75O"OO0.OO0,OO;

e) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan Lainnya dengan kode rekening
4.1.O1.14.37.O0O1 terea-lisasi sebesar Rp114.59O.176,O0
setara dengan 45,840/" dari yang dialggarkan sebesar
Rp250.000.000,00;

f) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari BPHTB Pemberian Hak
Baru dengan kode rekening 4.1.01.16.02.0O01 terealisasi
sebesar Rp9.676.793.582,OO setara dengan 24,l9Yo dari
yarrg dianggarkan sebesar Rp40.000.000.000,00;

c. Terdapat pendapatan yang dianggarkan namun tidak
terealisasi, yaitu pada:

1) Dinas Kesehatan, Pendapatan Retribusi Jasa Umum sub

rincian objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

kode rekening 4.1.2.01.01.0001 dianggarkal sebesar
Rp112.OOO.0OO,OO;

2) Dinas Perhubungan, Pendapatan Retribusi Perizinan

Tertentu Sub rincian Objek Retribusi Izin Trayek untuk
Menyediakan Pelayanan Angl<utan Umum kode rekening
4. 1.02.03.O3.00O 1 dianggarkan sebesar Rp 1 8- 1 50.00O,O0 ;
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3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pendapatan
dari Lain-lain PAD Yang Sah dengan rincian objek Hasit
Penjualan Aset Lainnya sub rincian objek Hasil Penjualan
Aset Lainnya - Aset Lain-lain kode rekening
4.1.04.01.06.0002 dianggarkan sebesar
Rp8.85O.OOO.o00,OO;

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan
datang Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar:

a. lebih cermat daiarn memproyeksikan target Pendapatan Daerah
sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah
merupakan perkiraan yang terukrtr dal dapat dicapai untuk
setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dan dasar
hukum penerimaan, sehingga semua belanja yarrg dianggarkan
mempunyai sumber pendanaan guna mendanai pelaksanaal
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesua:.
ketentuan Pasal 24 ayat (4) Perat uran Pemerintah Nomor 12

Tahun 2O19 tentalg Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. meningkatkal penerimaan PAD mela-lui intensifikasi dan
ekstensilikasi PAD guna mencapai kemandirian daerah yang
menjadi salah satu instrumen liskal dalam membangun
perekonomian dan kese-iahteraan masyarakat;

c. rnelakukan perubahan APBD untuk menater anggaran apabila
terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan proyeksi
pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan
Ke uangan Daerah.

2.3 REALISASI BELANJA DAERAII

Realisasi Total Belanja Daerah Tahul Anggaran 2023 sebesar
Rp1.227.608.811.6C7,00 setara dengan 9O,83Vo dari yang
dianggarkan sebesar Rp1.351.529.979.151,OO. Realisasi Belalja
Daerah adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggarar 2023 sebesar
Rp846.747.3L6.847,OO setara dengan 9l,74o/o dar"i yang
dianggarkan sebesar Rp923.000.730.630,00. Realisasi Belanja
Operasi sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp465.299.138.789,OO
setara dengan 95,690/o dari yang dianggalkan sebesar
Rp4a6.27O.744.94C,OO. Berdasarkan data 5 (lima) tahun
terakhir Anggaran dan Realiszrsi Belanja Pegawai adalah
sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
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2027
2022
2023 465.299.138.789,OO

2l Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar
Rp341.67L.467.138,00 setara dengan 86,730/0 dari yang
dianggarkan sebesar Rp393.966.001.690,00. Berdasarkan
data 5 (lima.) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja
Barang dan Jasa adalah sebagaimana tercantum dalam tabel
sebagai berikut:

88,55
393.966.001.690,O0

3) tselanja Bunga terealisasi sebesar Rp4.491. 189.320,0O setara
dengan 89,82o,/" dari yang dianggarkan sebesar
RpS.000.0O0.00O,OO. Berdasarkan data 2 (dua) tahun
terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga ada-lah
sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

4l Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp35.285.521.600,00 setara
dengan 93,44o/o dari yang dianggarkan sebesar

Rp37.763.984.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun
terakhir Anggaran dan Realisasr'. Belanja Hibah adalah
sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Anggaran (Rp)

2021
t6.547 .867.000,00

1

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Yo

2 3 4
2019 566.540.016.793,00 554.348. 191.826,00 97,95
2020 555.467.627.666,43

522.t74.330.840,55
544.188.307.606,OO 97,97
506.591.834.990,00
486.337.458.781,00

97,O2
497 .327.726.203,OO
486.270.7 44.9+A,OO

97,79
95,69

Tahun Anggaran (Rp)

2

Realisasi (Rp) %

1

2019
3 4

284.905.326 .7 6t ,20
266.315.80L.962,59

262.21 1.408.O 19,85
248.793.434.3LO,82

92,O3
2020 93,42
202t 349.980.653.363,50 326.499.889.705,4.0 93 ,2 9

2022 402.292.172.310,0O 356.227 .102.809,OO
2023 34t.67 t.467 .138,00 86,73

Tahun
1

Anggaran (Rp)

2

Realisasi (Rp) o/o

/)\) 4
2022 1.200.000.000,00 6L.2L6.762,O4 5,10
2023 5.000.000.000,00 4.497. 189.320,00 89 , B 2

Tahun Realisasi (Rp) %

1 2 3 4

2019 24.870.OOO.OOO,OO 27.952.550.OOO,OO 88,27

2020 63.874.390.O00,00 60.661.O70.O00,00 94.89

t3.775.784.000,00 1 1.840.534.000,00 85,95

2022 14.O59.67 6.000,00 84,96
35.285.521.600,O0 93,442023 37 .763.984.O00,O0

I

I
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b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp160.708.909.188,00 setara dengan 80,42o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp 199 .84 6.4.-85. 8 1 1, OO. Berdasarkan data 5
(lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 2 3 4
20t9 252.421.888.265,20

194.766.939.6t9,92
156.579. 100. 1 67 ,AO

252.600.t75.119,00

196.558.843.875,06 77,97
89,402020 L74.tt4.793.388,60

2421 t38.764.332.739,OO 88,62
2022 !76.775.764.265,00 69,98
2423 t99.846.485.811,00 160.708.909.188,00 80,42

c. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp463.375.000,00 setara dengan 92,68Vo dari yang dianggarkan
sebesar Rp5O0.0O0.OO0,OO

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp291.36O.OO0,O0 penetapan target
Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami
peningkatan yang cukup signifikan dari Tahun Anggaran
sebelumnya.

d. Belanja Transfer
Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp219.689.21C.572,00 setara dengan 96,280/0 dari yang
dianggarkan sebesar Rp22 8.782.7 62 .7 lO,OO.

Bila Cibandingkan dengan realisasi Belanja Transf'er 'lahun
Anggaran 2A22 scbesar Rp226.1 19.853.664,00 penetapan target
Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami
peningkatan dari Tahun Anggaran sebelumnya.

2.4 HASIL EVALUASI REALISASI BELAI{JA DAERAII
a. Terdapat realisasi belanja daerah lebih kecil dari yang

dianggarkan, yaitu Pada:

l)Dinas Pendidikan

a) Sub Kegiatan Pembiuaan IVIinat, Bakat dan Kreativitas Siswa

kode rekening 02.2.O1 1.25 terealisasi sebesar Rp7.660.4O0,0O

setara dengan 22,83o/o dari yang dianggarkan sebesar

Rp33.56O.4OO,OO;

b) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

sekolah kode rekening 02.2.o1.28 terealisasi sebesar

Rp21.481.200,00 setara dengan 4l,73o/o dari yang

dianggarkan sebesar Rp5 1 -48 1'2OO,OO;
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c) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan peraga Siswa kode
rekening 02.2.O2.35 terealisasi sebesar Rp 1.O89.3OO.O00,00
setara dengan 59,94Vo dari yang dianggarkan sebesar
Rp 1.817.2O0.O0o,OO;

d) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang
Keias/Ruang Guru PAUD kode rekening O2.2.O3.O3 terealisasi
sebesar Rp12.255.10O,0C setara dengan 5,5O% dari yang
dianggarkan sebesa-r Rp222.6632.OOO,OO;

e) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pertzinan
Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
kode rekenin g 05.2.O I.O2 terealisasi sebesar Rp6.O5O.OOO,OO

setara dengan 30,640/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp 19.745.925,00;

f) Kegiatan Pengendalian dal Pengawasal Perizinan Pendidikan
Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat kode rekening
01.2.09.10 terealisasi sebesar Rp 123.177.000,00 setara
dengar 37,33o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp330.000.0o0,00;

2) Dinas Kesehatan

a) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
kode rekening 02.2.02.26 terealisasi sebesar
Rp 1O.441.655.643,OO setara dengan 53,77o/" dari yang
dianggarkan sebesar Rp19.419.994.588,00;

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitasi Kesehatan di
Kabupaten/Kota kode rekening 02.2.O2.35 terealisasi
sebesar Rp66.O95.OO0,O0 setara dengan 47,79'yo dari yang
dianggarkan sebesar Rp 1 38.3 12.000,00;

c) Sub Kegiatan Rimbingan Teknis Dan Supervisi
Pengembangal Dan Pelal<sanaan Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) kode rekening
02.2.O3.Oi terealisasi sebesar Rp333.OO0.0O0,00 setara
dengal 49,41oh dari yang dianggarkan sebesar
Rp674.000.000;

d) Sub Kegiatal Penyediaan Jasa Komr-rnikasi, Sumber Daya

. Air dan Listrik kode rekening OL.2-OA.O2 terealisasi sebesar
Rp44.171.366,00 setara dengan 67,35% dari yartg

dianggarkan sebesa.r Rp72.000.000,00 ;

3) BLUD Puskesmas Kendondong, Sub Kegiatan Pengelolaan
Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV kode rekening
O 7.2.02. 12 terealisasi sebesar Rp 1.950.00O,00 setara dengan

59,O9o/o dari yang dianggarkan sebesar Rp3.300.000,00;

4) BLUD Puskesmas Hanura, Sutr Kegiatan Pengelolaan

Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV kode rekening
O 1.2.O2. 12 terealisasi sebesar Rp3.OOO.O0O,OO setara dengan

33,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.000.000,00;
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5) Dinas Pekerjaan IJmum dan Penataarr Ruang

a) Sub kegiatan PengeloLaan dan Pengawasan Alokasi Air
Irigasi kode rekening 02.2.O2.2a terealisasi sebesar
Rp13.038.O00,00 setara dengan 5,53% dari yang
dianggarkan sebesar Rp235.640.578,00;

b) Sub kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perkotaal kode rekening 03.2.01.03 terealisasi
sebesar Rp1.557.389.154,00 setara dengan 45,58% dari
yang dianggarkan sebesar Rp3.4 1 6.650.000,f.,0;

c) Sub kegiatan Penyrrsunan Rencana Kebijakan Setrategi dan
Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam
daerah Kabupaten/Kota kode rekening O5.2.O1.O1
terealisasi sebesar Rp24.000.0O0,0O setara dengan l2,slYo
dari yang dianggarkan sebesa.r Rp 1 9 5. 000. 000, 00 ;

d) Sub kegiatan Perenca,naal Pembangunan Pengawasan dan
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupa-ten/Kota
kode rekening 08.2.01.02 terealisasi sebesar
RpE.83O.O 19.679,00 setara dengan 4B,OBo/o dari yalg
dianggarkan sebesar Rp 18.365.338.2 13;

e) Sub kegiatan Penga'rasan Teknis Penyelenggaraan
Jalan/Jembatal kode rekening IO.2.OI.23 terea,lisasi
setresar Rp327 .117.700,00 setara dengan 16,760/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp 1.95 1.244. 462,00:

6) Dinas Perumahan Ralryat dan Kawasan Pemukiman

a) Sub kegiatan Penyusunan Rencana TAPAK (SITE PLAN) dan
Detail Engineering Design (DED) Perem ajaan I Pemugaral
Permukimal Kumuh kode rekening 03.2.O3.O1 terealisasi
sebesar RpB9.06O.2OO,O0 setara dengan 39,58o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp22 5.000. 0O0,00;

b) Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kode
rekening 03.2.03.02 terealisasi sebesar Rp536.821.6O0,00
setara dengan 57,9lyo dari yang dianggarkan sebesar

Rp 1.034.034.000,00;

c) Sub kegiatan Perbaikan Rurnah tidak layak huni untuk
peircegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya
pemukimal kumuh di luar kawasan permukiman kumuh
dengan luas dibawah 1O (sepuluh) HA kode rekening
04.2.01.01 terealisasi sebesar Rp904-562.660,00 setara

dengan 36,260/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp2 .494.92O.OOO,O0;

d) Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu kode rekening

01.2.06.08 terealisasi sebesar Rp11.890'000,00 setara

dengan 58,310,(, dari yang dianggarkan sebesar

Rp2O-390.0O0,OO;
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'/) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Sub
kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD kode rekening O1.2.O6.Oq terealisasi sebesar
Rp20.76O.O00,00 setara dengan 79,13o/o dari yalg dianggarkan
sebesar Rp 1O8.539.24O,OO;

8) Dinas Sosial

a) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Penyediaan Layalan Rujukan Lanj utal Bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota kode
rekening 03.2.02.02 terealisasi sebesar Rp91.173.300,00
setara dengan 35,82olo dari yang dianggarkan sebesar
Rp254.5O4.OO0,OO;

b) Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,
Penggerakan, Pelayalan dan Pengembangan Ftogram
KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Perryuluhan
La-palgan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) kode rekening
03.2.O2.O3 terealisasi sebesar RpS6.432.2O0,00 setara
dengal 47,27Vo dari yang dianggarkan sebesar
Rp 182.857.000,00;

9) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sub Kegiatan
Penyediaal Peralatan darl Perlengkapal Kaltor kode rekening
O 7.2.06.O2 terealisasi sebesar Rp23. 769. 350, 00 setara dengan
10,6C% dari yang dianggarkan sebesar Rp224.155.000,00;

10) Dinas Konrunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

a) Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Asptasi Publik kode
rekening O2.2.01..O2 terealisasi sebesar Rp22.162.800,00
setara dengan 4O,05% dari yang dianggarkan sebesar
Rp55.332.Coo,00;

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,
Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
kode rekening 02.2.01.01 terealisasi sebesar
Rp23.964.500,00 seta.ra dengan 53,25% dari yang
diarggarkan sebesar Rp45.O0O.OOO,O0;

c) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah
Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang
Terintegrasi kode rekening O2.2.Ol .O2 terealisasi sebesar
Rp11.485.OO0,OO setara dengan 22,97o/o da-ri yang
dianggarkan sebesar RpSO.OO0.O00,OO;

11) Dinas Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan
Tenaga Kerja, Sub kegiatan Penyediaarr Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.O8.02
terealisasi sebesar Rp7.395.877,00 setara dengan 56,89o/o dai
yang dianggarkan sebesar Rp 13.000.000,00;
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12) Dinas Penanaman IVIodaI Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sub
kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usatra
Kabupaten/Kota kode rekening O2.2.O2.O2 terealisasi sebesar
Rp177.630.2OO,00 setara dengan 55,7 8o/o dari yang
dianggarkan scbesar Rp3 1 8.458.OOO,OO;

13) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Sub l(egiatan
Penyelengaraan Ke-iuaraan Olahraga Multi Event dan Single
Event Tingkat Kabupaten/Kota kode rekening O3.2.O2.OL
terea-lisasi sebesar Rp 1.22O. 1 OO.0OO,0O setara dengan 57,3 lyo
dari yang dianggarkan sebesar Rp2. 1 2 9.0 00. 000, 00 ;

14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

a) Sub Kegiatal Pembinaan Perpustakaan Pada. Satuan
Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota
sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan kode rekening
02.2.O1.O4 terealisasi sebesar Rp34.572.4O0,OO setara
dengan 49,39% dari yang dianggarkar sebesar
Rp70.000.OOO,0O;

b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dart
Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota kode rekening
02.2.O3.O2 terealisasi sebesar Rp45.420.000,00 setara
dengan 28,39o/o d ari yang dialggarkan sebesar
Rp 160.000.000,00;

15) Dinas Perikanan

a) Sub Kegiatan Pel.ayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan
Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya, Iokasi,
danlatau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu)
daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan teknologi
sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak
menggunakan modal asing dan/atau Tenaga Keq'a Asing
kode rekening O4.2 .OI .O2 terealisasi sebesar
Rp 14.860.000,00 setara dengan 31,75o/o dari yang

dianggarkan sebesar Rp46.810.000,00;

b) Sub Kegiatal Peningkatan Ketcrsediaan Ikan Untuk
Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota kode rekening 06.2.03.01 terealisasi
sebesar Rp 56.042.8OO,OO setara dengan 56,O4oh

dari yang dianggarkan sebesar Rp 1 O0.000. 000,0C;

16) Dinas Pariwisata, Sub kegiatan Penyediaan Fasilitasi Kegiatan
Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata

Kabupaten/ Kota kcde rekening 03 -2.A l.O2 terealisasi sebesar

Rp84.760.O00,00 setara dengan 28,95yo dari yang dianggarkan
sebesar Rp292.8OO.OOO,OO;
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1'7) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikuitura
a) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Penyuluhaa Pertanian di Kecamatan dan Desa kode
rekening O 7 .2.O l.Ol terealisasi sebesar Rp377.860.000,00
setara dengan 4O,7Oo/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp928.310.000,0O;

b) Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani
di Kecamatan dan Desa kode rekening 07.2.O1.O2
terealisasi sebesar Rp350.723.562,00 setara dengan
4 6,87 o/o dari yang dian ggarkan sebesar Rp7 48.2 7 2. 7 OO,O O ;

18) Dinas Perkebunan dan Peternakan

a) Sub kegiatan Pengawasal Penggunaan Sarana Pendukung
Pertanian Sesuai Dengal Komoditas, Teknologi dan Spesifik
Lokasi kode rekening 02.2.Ol.Ol terea-lisasi sebesar
Rpl7I.47O.224,OO setara dengan 29,3OVo dari yang
dianggarkan sebesar Rp585.236.088,00;

b) Sub kegiatal Pengawasar Mutu Benih/Bibit Terr-rak, Ba}an
Pakan/ Pakan lTanaman Skala Kecil kode rekening
02.2.O3.O1 terealisasi sebesar Rp149.089.300,00 setara
dengan 47,33Vo dari yang diangga-rkan sebesar
Rp315.000.000,00;

c) Sub kegiatan Pengawasan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Penl.uluhan Pertaniar di Kecarnatan dan Desa
kode rekening 07 .2.OL.OI terealisasi sebesar
Rp67.345.000,00 setara dengan 58,160/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp 1 15.8OO.OOO,OO;

d) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
kode rekenin g 01.2.06.02 terealisasi sebesar Rp30 1.600,00
setara dengan O,39o/o dari yang dianggarkal sebesar
Rp76.4l8.2OO,OO:

19) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan kode rekening 03.2.01.O2 terealisasi sebesar
Rp126.592.400,00 setara dengan 51,51% dali yang
dianggarkan sebesar Rp245.76 1.4OO,OO;

b) Sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera

Ulang kode rekening 06.2.01.01 terealisasi sebesar
Rp47.S2O.OOO,OO setara dengan 59,7 8o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp80.O0O.00O,OO;

c) Sub kegiatan Penyidikan Metrologi Legal kode rekening

06.2.0 1.03 terealisasi sebesal Rp2.8OO.000,OO setara dengan

50,9 Lo/o dari yang dianggarkan sebesar Rp5.5O0.OOO,OO;
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d) Sub kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk
Dalam Negeri Di Tingkat Kat,upaten/Kota kode rekenin.g
07.2.Ol.OL terealisasi sebesar Rp407.34O.30O,OO setara
dengan 4I,6Oyo dari yang dianggarkan sebesar
Rp979.158.90O,oC;

e) Sub kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota kode
rekening 07.2.O\.O2 terealisasi sebesar Rp66.271.O00,00
setara dengan 55,23% dari yang dianggarkan sebesar
Rp120.000.000,00;

f) Srrb kegiatan Koordijnasi, Sinkronisasi dal Pelaksanaan
Kebdakan Percepatan pengembangan, Penyebaran dan
Perwilayahan Industri kode rekenin g O2 -2.0 l.O2 terealisasi
sebesar Rp23.793.00O,O0 setara Cengan 43,260/0 dari yang
dianggarkan sebesar Rp55.00O.OO0,O0;

20) Sekretariat Daerah

a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut
perlengkapannya kode rekening Ol .2 .O5.O2 terealisasi
sebesar Rp27.2OO.OOO,OO setara dengan 3,8O% dari yang
dianggarkan sebesar Rp7 1 6.590.000,00;

b) Sub Kegiatan Pelaksarraan Medical Check Up Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah kode rekening O1.2.11.O3
terealisasi sebesal Rp42.56 1. 1OO,OO setara dengan 28,37o/o

dari yang dianggarkan sebesar Rp 150.000.000,00;

21)Badan Kepegawaial dan Pengembalgan Sumber Daya Manusia,
Sub Kegiatal Pengelolaal Sistim Infomasi Kepegawaian kode
rekening O2.2.O7.LO terealisasi sebesar Rp8.998.26 1,00 setara
dengan 59,99Oo/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp 15.000.00O,O0;

221Badan Penelitian da.r Pengembangan Daerah, Sub Kegiatan
Pasilitasi Pelaksanaal dan Evaluasi Penelitian dal
Pengembangan Bidang Keuangar dan Aset Daerah Reformasi
Birokrasi kode rekening 02.2.01.05 terealisasi sebesar

Rp47.247.5OO,00 setara dengan 59,060/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp8O.0OO.OOO,0O;

23) Kecamatart I'adang Cermin, Sub Kegiatan Pelakssnaa'n Urusan

Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan kode rekenin.g

02.2.O4.O2 terealisasi sebesar Rp1.500'00O,00 setara dengan

30,l7o/o dari yang dianggarkan sebesar Rp4.972.5OO,OO;

24) Kecamatan WaY Khilau

a) Sub Kegiatal Penyediaan Komponen Instalasi

Listerik/Penerzrngan Bangunan Kantor kode rekening
O 1. 2.06.0 1 terealisasi sebesar Rp 1. 870. 000,O0 setara dengan

27,23yo dari yang dianggarkan sebesar Rp6.867-OOO,OO;
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b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Men5rurat kode rekening
0 1.2.08. 0 1 terealisasi sebesar Rp 1.345.000,O0 setara dengan
56,O4o/" dari yang dialggarkan sebesar Rp2.4OO.OOO,OO;

b. Terdapat realisasi belanja daerah yang dianggarkal tetapi tidak
terealisasi, yaitu pacia:

1) Dinas Kesehatan

a) Sub Kegiatal Pengelolaaan Pelayaanan Kesehatan Pada Usia
Pendidikan Dasar kode rekening O2.2.O2.O5 dari yang
dialggarkan sebesar Rp87.300.000,00;

b) Sub Kegiatan Pengelolaaal Pelayaanan Kesehatan Pada Usia
Lanjut kode rekening O2.2.O2.O7 dari yang dianggarkan
sebesar Rp 10.000.000,00;

c) Sub Kegiatan Pengelolaaan Pelayaanan Kesehatan Penderita
Hipertensi kode rekening O2.2.O2.O8 dari yarrg dianggarkan
setresar Rp1O.O0O.OOO,O0;

d) Sub Kegiatan Pengelolaaan Pelayaanan Kesehatan Orang
Terduga T\rberkulosis kode rekening O2.2.O2.7I dari yang
diarggarkal sebesar Rp 10.O00.OOO,OO;

e) Sut-r Kegiatan Pengelolaaan Pela'Taanan Kesehatan Orang
Dengan HIV (ODHIV) kode rekening 02.2.03.41 dari yang
dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00;

f) Sub Kegiatan Pengelolaaal Jaminal Kesehatan Masyarakat
kode rekening 02.2.02.26 dari yang dianggarkan sebesar
Rp957.236.432,OO;

g) Sub Kegiatan Investigasi Awa1 Kejadiar Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Darr Pemberian Obat
Massal) kode rekening 02.2.02.36 dari yang dianggarkan
sebesar Rp 1 0.0OO.000,O0;

2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Sub
Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana kode
rekening 02.2.O3.O1 Cari yang dialggarkan sebesar
Rp 100.000.000,00;

3) Badan Perranggulangan Bencana Daerah, Sub Kegiatan
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana kode rekening O3.2.O2.O4 dari yang

dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;

4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusuna.n Laporan
Keuangan Bulalan/Triwulanan/Semesteran SKPD kode

rekening O|.2.O2.O7 dari yang dianggarkal sebesar

Rp 10.000.000,00;

b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD kode rekening 01-2.06.09 dari yang

dianggarkan sebesar Rp 10.550.000,00;
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5) Dinas Penanaman IVIodal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a) Sub Kegiatan Pengadaal Peralatan dan Mesin Lainnya kode
rekening O1-2.O7 -06 dari yang diangliarkan sebesar
Rp61.419.500,0o;

b) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunal Lainnya kotle rekening 01.2"07.10
dari yang dianggarkan sebesar Rp91 .OOO.OOO,OO;

c) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaraaa Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunal Lainnya kode rekening
O 1.2.O7 . 1 I dari yang dianggarkan sebesar Rp 1 O.475.000,00;

6) Dinas Kepemudaan dal Olahraga, Sub Kegiatan Penyediaan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Olahraga Rekreasi kode rekening 03.2.05.03 dari yang
dianggarkal sebesar Rp8O.000.000,00.

7) Dinas Tanaman Paregan dan Hortikultura Sub kegiatan
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok
Tani Tingkat Kabupaten/Kota kode rekening 07.2.01.05 dari
yang dianggarkan sebesa r Rp89. 000. 000, 00;

8) Kecamatan Kedondong, Sub Kegiatan Pengadaan Mebel kode
rekening 01.2.07.05 dari yang dianggarkan sebesar
Rp1.700.000,00.

Berdasarkal hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang a1<an

datang diminta kepada Pemerintah Kabupe-ten Pesawaran agar :

a. cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan
belanja daerah dengal tetap memperhatikan kondisi keuangan
daerah;

b. memanfaatkan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila
terdapat pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja
daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. melakukal langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan
penyerapar anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, dan
meiakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap
sub kegiatan yang Ciprediksi penyerapannya rendah, agar dapat
dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas;

d. menetapkan target capaian linerja setiap belanja, baik da-lam

konteks program, kegiatan maupun sub kegiatan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan
efektifi tas serta efi siensi penggunaan anggarart.
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2.5 PEMBIAYAAN
Realisasi Penerimaan Pembiayaal Pemerintah Kabupaten
Pesawaran Tahun Anggaran 2023 sebesar RpS1.958.619.184,30
atau setara dengan lOO,6OV;o dari yang dianggarkan sebesar
RpS1 .649.574.035,00 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya sebesar Rp8.472.31L.584,30 dan Penerimaan
Pin3aman Daerah sebesar Rp43.485.807.600,00.

Sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar
Rp2E.591.825.065,O0 atau setara dengan 90,48o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp31.600.000.000,00 dipergunakan untuk
pembayaran cicilan pokok utar.tg yang jatuh tempo.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten
Pesawaran agar dapat mempertahankan kecermatan dalam
memproyeksikan target Penerimaan Can Pengeluaran Pembiayaan
sesuai dengan potensi nyata, mengingat Penerimaan Pembiayaan
merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap
sumber Penerimaan Perrrbiayaan serta memiliki kepastian dan dasar
hukum penerimeran, sehingga semua belanja dan pengeluaran
pembiayaan yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan.

1.6 SILPA
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp8.42 1.748.037 ,97 mengalami
peningkatan sebesar Rp257.981.603,00 setara dengan 3,l6yo
apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar
RpS.163.766.434,97.
Sedangkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2023 terhadap total
anggaran Belanja Daerah sebesar O,62yo lebih besar dibandingkan
dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan data Rasio
SILPA terhadap Total Aaggaran Belanja Daerah 5 (lima) tahun
terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai
berikut:

Tahun
Total Anggaran

Belanja

Rasio
SILPA

terhadap
Total

Anggaran
Belanja
Daerah

1 2
o
r,) 4

2019 1.130.672.645.689,17 13.307 .629.410,34 1 , 1 8%

2020 1.334.305.568.209,00 9.948.919.697 ,O5 o,750/o

2021. 1 .291.914.682.721,O5 14 .982 .804 .7 20 ,60 l,i6o/o

2022 7.404.711.115.088,00 s.L63.7 66.434,97 0,58%
o,620/o20'23 1.351 .529.979.151,00

SILPA

8.421.748.O37 ,97



26

Berdasarkan data tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang
Pernerintah Kabupaten Pesawaran agar dapat lebih mengoptimalkan
penyerapan beletnja daerah dan memanfaatkan penghematan
belanja daerah sehingga besaran SILPA pada tahun yang akal
datang dapat lebih optimal.

1.7 NERACA

a.ASET

Nilai Aset Pemerinta-h Kabupaten Pesawaran per 31 Desember
2023 sebesar Rp2.35O.67 7 .46I. 1O9,37 mengalami peningkatan
sebesar Rp57.539.432.269,63 setara dengan 2,5Oo/o dan nilai aset
per 31 Desember 2022 setresar Rp2.293.138.024.439,74

Aset Pemerintah Kabupaten Pesawaran per 31 Desember 2023
tersebut terdiri dari:

1) Aset Lancar

Jumla-h Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar
Rp 1 1 5.4 10.238.9 1,7,52 terdiri atas:

a) Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Pesawaran
per 31 Desember 2023 sebesar Rp8,485,931.OO8,97 dengan
rincian sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah sebesar Rp5.089.O98.864,42;

- Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp50.500,00;

- Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.36O.OO0,0O;

- Kas di BLUD sebesar Rp2.791.495.346,22;

- Kas di BOS Lainnya sebesar Rp6O3.926.298,33.

b) SalCo Piutang Pendapatan (sebelum penyisihan) per 31

Desember 2023 sebesar Rp80.0a4.512.138,47 mengalami
peningkatan sebesar Ro23.6O2.516.953,21 atau setara
dengarr 41,81% dibandingkan Tahun P^nggaran 2022 sebesar

Rp56 44 1.995.185,26;

Berkenaan dengal saldo piutang pada huruf b), Kuasa BUD

agar melakukan pengelolaan Piutang Daerah serta

melakukan perragihan Piutang Daerah. Dan Kepala

Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggarart
agar mengelola Piutang Daeral, yang menjadi tanggung jawab
Organiszrsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya sesuai

dengan ketentuan pasal 8 Ayat (3) hurufj dan k dal pasal 10

Ayat (1) hurufi Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Ker-rangan Daerah.

c) Sesuai laporan pada Neraca per 31 Desember 2O23 saldo

penyisihan piutang sebesar Rp5.788.682-839,941,
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d) Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar
Rp1.148.923.977,OO mengalami penurunan sebesar
Rp 108.872.069,OO atau setara dengan 9,47o/o dibandingkan
dengan saldo persediaan tahun sebelumnya per 31 Desember
2A22 sebesar Rp 1.257. 796 -046,OO;

e) Nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar
Rp31.519.554.633,02 mengalami peningkatan sebesar
Rp10.220.277.352,93 atau setara dengan 47,98o/o
dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya
per 31 Desember 2022 sebesar Rp21 .299.277.346,09.

Terhadap nilai persediaan sebagaimana tersebut di atas,
Pemerintah Kabupaten Pesa'raran harus melakukan
pengendalian rutin terhadap pengelolaan persediaan, terutama
pada persediaan yang memiliki sifat dan karakteristik dapat
rusak/tidak dipergunakan kemba-li/ kadaluwarsa pada tahun
mendatang dan merencanakan anggaran belanja barang habis
pakai dan persediaan bahan/material sesuai dengan kebutuhan
riil dalan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Selanjutnya, terhadap persediaan barang yang akan diserahkan
kepada pihak ketiga/masyarakat, pemerintah Kabupaten
Pesawaran harus segera mengambil langkah-langkah untuk
melakukan penyerahan barang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pesawaran
per 31 Desember 2023 sebesa;: Rp18.7 LO.156.468,71
mengalami penurunan sebesar Rp694.922.225,OO atau setara
dengan 3,71Vo dibandingkan der:gan nilai investasi jangka
Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.405.078.693,71,
yang berupa Penyertaan Modal pada :

a) PT. Bank Lampung sebesar Rp7.755.625.700,04;

b) PT. PDAM Tirta Jasa Kabupaten Pesawaran sebesar

Rp10.812.778.368,0O;

c) PT Laju sebesar Rp141.752.4OO,-/l;

Untuk tahun yang akan datang, pernerintah Kabupaten

Pesawaran dalam melakukan investasi agar berpedoman

kepada Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 52 Tahun 2OL2

tentang Pedomztn Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan

tjsaha Milik Daerah.
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3) Aset Tetap
Aset Ietap Pemerintah Kabupaten Pesawaran per 31 Desember
2 02 3 sebesar Rp2.2O9 . 654.2 62.2 3 3,O9 mengalami peningkatan
sebesar Rp28.'/48.177.690,7 setara dengan 1,32%
dibanclingkan dengan Aset Tetap per 3 1 Desember 2022 sebesar
Rp2. 180.9O6.o84.542,so
Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk tahun yang akan
datang agar Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat
meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap,
mengingat aset tetap digunakan dalam rangka penye,.enggaraan
pelayanan publik dal merupakan kekayaan/aset Pemerintah
Kabupaten Pesawara,n.

4) Aset Lainnya
Aset Lainnya Pernerintah Kabupaten Pesawaran per 31
Desember 2023 sebesar Rp6.902.8O3.490,O5 menga,lami
penurunan sebeser Rp3. 1 85.862. 808,00 setara dengan 3 7,58o/o

dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2022
sebesar Rp 10.088.666 .294,O5.
Aset Lainnya terdiri dari :

a) Tagihan Jangka Panjarg sebesar Rp730.353.748,85
b) Aset Tak Be:iwujud sebesar Rp361 .460.000,00;
c) Aset Lain-1ain sebesar RpS.948.052.200,00;
d) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar

Rp(1 19.518.541,00):
e) Akumulasi Penl'usutan Aset Lainnya sebesar

Rp(987.02s.6s3,00);
f) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar

Rpi8.O36.0OO,OO
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, agar melakukan
tindak ianjut penyelesaian terhadap Aset Lain-lain sesuai
dengan ketentuan peraturan pemndalg-undangan.

b. KEWAJIBAN
Jumiah Kewaiiban yang tercantum dalaan Neraca Pemerintah
Kabupaten Pesawaran per 31 Desember 2023 sebesar
Rp 1 55. 634.83 2.9 07,OO bertambah sebesar Rp3 1.063.367 .7 lB, 13

atau setara dengan 24,93y" dibandingkan dengan jumlah
Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp124.571.465.188.87.
Jumlah Kewajiban tersebut merupakan Kewajibal Jangka Pendek
yang meliputi:
a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar

Rp2l7 .429 .O39,OO;

b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar

Rp49.608.825.935,00;
c) Pend.apatan Diterima Dimuka sebesar Rp 18.6OO.OOO,00;

d) Utang Belanja sebesar Rp92 '28O.184.301,O0;
e) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp13.509.793.632,00;
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Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten
Pesawaran harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban
dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan menjadikzrnnya sebagai belanja prioritas dalam
PenJrusunal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
berikutnya.Dalam pengelolaan utang daerah agar berpedoman
kepada ketentuan Bab \/ Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara.

1.8 LAPORAN OPERASIONAL (LOl, PENDAPATAN-LO
Realisasi Total Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Pesawaran
Tahun Anggaran 2023 addah sebesar Rp1.O94.Of 7.307.577,20
mengalami penurunan sebesar Rp35.067.695 .O 19,40 setara dengan
3,11% dari Total Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp1.129.084.996.590,60. Adapun rincian realisasi Total
Pendapatan-(LO) adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp89.836.842..481,88 mengalami peningkatan sebesar
Rp8.469.282.953,46 setara dengan l},4loh dari Pendapatan Asli
Daerah-(LO) Tahun Anggaran 202 2 sebesar Rp8 1.3 67. 559 .528,42
Pendapatan Asli Daerah-(LO) tersebut terdiri dari:

1) Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anglaran 2O23 sebesar
Rp42.843.958.284,85 mengalami peningkatan sebesar
Rp3.490.981.310,91 setara dengan 8,87o/o dari Pendapatan
Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp39.352.976.973,94 dan let'ih kecil 42,2\yo apabila
dibandingkan dengan anggaran pendapatan Pajak Daerah-
(LRA) 1'ang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

2) Pendapatan Retribusi Daerah-(l,O) Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp3.828.798. 857,4O rnengalami peningkatan sebesar
Rp774.426.27 2,40 setara dengan 25,35Vo dari pendapatan
Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp3.054.372.585.OO dan lebih kecil 46,6OVo apabila
dibandingkan dengan anggaran pendapatan Retribusi Daerah-
(LRA) yang ditetapkan dalarn Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawarar: Nomor 2 Tahun 2O23 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggarao 2023;

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(Lo)
Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp229.979.264,00 mengalami
penurLlnan sebesar Rp3.3O7.l 77 .487 ,2O setara dengan 93,5ook
dari pendapatan Flasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp3.537.090.751,2O dan lebih kecil 88,5596 apabila
dibandingkan dengan anggaran pendapatan Hasil Pengelolaan
kekayaan daerah yang Dipisahkan-(LRA) yar,g ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun
2023 tentarrgAnggaral Pendapatan dan Belanja Daeratr Tahun
Arggaran 2023;
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4l Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp42.934.106.075,63 mengalami peningkatan sebesar
Rp7.51O.986.857,35 atau setara dengan 21,2Oo/" dari Lerin-lain
PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp35.423.119 .2lA,2A dan lebih kecii 47,600/o apabila
dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD Yang Sah-(LRA)
yang ditetapkan dalarn Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 2 Tahun 2O23 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

b) Pendapatan Transfer-(L0) Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp989.94O.565.444,OO mengalami penurunan sebesar
Rpl.789.6 I4.O33,OO atau setara dengan O,18% dari Pendapatan
Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp9B9. 940. 56 5.444,00 Pendapatan Transfer- (LO) tersebut terdiri
dari:

1) Pendapatan Tralsfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan -
(LO) Tahun Anggaran 2O23 sebesar Rp89O.O36.439.662,O0
mengalami penuru;larl sebesar Rp10.492.637.828,00 atau
setara dengat l,l7%o dari pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat-LO Tahun Anggaral 2022 sebesar
Rp900.529.O77.49O,OA dan lebih kecil 2,O7oh apabila
dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat-(LRA) yarrg ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Pesawararr Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-(LO) Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp11.612.178.000,00 mengalami
peningkatan sebesar Rp11.612.178.000,00 setara dengan
1O0% dari pendapatan Transfer Pemerintah Frsat-LO Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 dan lebih kecil 92,41o/o apabila
dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat-Lainnya (LRA) yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 TaJlun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;

3) Pendapatan Transt-er Antar Daerah-(LOl Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp86.502.333 .7 49,OO mengalami penurunan sebesar
Rp2.909.154.205,00 atau setara dengan 3,25o/o dari
Pendapatan Transfer Pemerinta-h Kabupaten
Pesawaranlainnya-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp89.411.487.954,00 dan lebih kecil 15,45olo dibandingkan
dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerilrtah Kabupaten
Pesawaran Lainnya-(LRA) yung ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Anggaran Penctapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023.



J1

c) LainJain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran
2023 sebesar Rp 16.O29.5O7.67a32 mengalami penumnan
sebesar Rp41.747.363.939,86 setara dengan 72,26Va dari Lain-
lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp57 .776.871.6L8,18. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah-(LO) tersebr-rt terdiri dari:

1) Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp 15.674.169.503,32 mengalami penumnar sebesar
Rp4 1.988.843 .7 14,86 seta-ra dengan 7 2,82o/o dari Pendapatan
Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp57.663.013.218,78 dan letrih besar 1.519,78% dibanding
dengan Pendapatal Hibatl-(LRA) yang ditetapkan dalam
Peratural Daerah Kabupaten Pesawalan Nomor 2 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
A;rggarar 2023;

2) Pendapatan Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2O23 sebesar
Rp355.338.175,00 mengaiami peningkatan sebesar
Rp241.479.-r75,00 setara dengan 212,09% dari Pendapatan
Lainnya- (LO) Tahun Anggaran 2O22 sebesar Rp 1 i 3.858.4OO, 0O
dan lebih kecll 57,95o/o dibanding dengan Pendapatan Lainnya-
(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 2 Tahun 2O23 tentangAnggaral Pendapatan
dan Belarrja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Berdasarkal Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan
C)perasional, masih terdapat jenis Pendapatal-(LO) yang
merupakan hak Pernerintah Kabupaten Pesavraran Tahun
Anggaran 2023 yar,g belum masuk ke Kas Daerah dan menjadi
Piutang pada Neraca Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Pesawaral menjadikan Laporan
Operasional-(LO) dirnaksud sebagai salah satrr dokumen dalam
mempertimbangkan penetapan besaran target Pendapatan
Daerah, dalam perryusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penrbahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran berikutnya.

III. EVALUASI LEGALITAS

Dalam evaluasi legalitas masih terdapat teknik penulisa-n dasar hukum,
batang tubuh dan lampiran pada Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungl'awaban Pelaksalaan Anggaral Pendapa.tan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Ang;aran 2023 yang belum sesuai d engan

ketentuan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar dilalukart
penyempurnaan sebagai berikut:
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A. Rancangan Peraturan Daerah

1. Diktum Ivlenimbang diubah :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32O ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ka,li terakhir
dengan Undang-Undang Irlomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undalg Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungiawaban Pelaksalaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengal dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun arggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daiam huruf a diatas, perlu menetapkan Per-aturan Daeratr
tentang Pertanggungiawaban Pelatsanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2023;.

2. Diktum Mengingat

a. Angka 8 diubah menjadi Undang-Undang Nomor'6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Cl4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undalg Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta1lun 2O24 Nomor 77, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

b. Angka 12 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2O23 tentang Pengelolaan Trarsfer ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1O0, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883).

c. Angl<a 37 diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2O2L terftang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasilikasi, Kodefikasi Dan
Nomenldatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangal
Daerah sebagaimana telah diubah dengal Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

d. Angka 39 dan angka 4O agar dilerrgkapi dengan lembar
pengundanganoya

Dengan a.danya peruba-han dasar hukum, maka pencantulnannya
disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.
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3. FTasa DENGAN PERSETUJUAN BBRSAMA
Dengan Persetujuan Bersama.

diubah menjadi

penulisan liasa tidak menggunakal huruf kapital semua sesuai
ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Pelaturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah beberapa kali dirrbah terakhir dengan Undang-
Undalg Nomor 13 Tahun 2022.

4. Batang tubuh :

Pasa-l 10 Lampiral I.3, Lampiran XI, Lampiran XIX, Lampiran XX. 1

diubah menjadi :

I-AMPIRAN L3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, pro€fam, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan.

LAMPIRAN XI : Da-ftar Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah.

LAMPIRAN : Daftar sub kegratan yang belum diselesaikan
)(IX sampai akhir tahun angaran 2O23 dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya.

LAMPIRAN : Ikhtisar laporan keuangal (neraca) Badan
XX. i Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
9OO.1.),5.1/7796/Keuda tanggal 30 April 2023 Hal Penlmsunal
dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungiawaban Pela-ksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

5. Lampiran

a. Lampiran I.1

1) Penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama
diu bah menjadi :

LAMPIR,\N...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR......TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2023
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2) Judul lampiran frasa KABUPATEN PESAWARAN diubah
menjadi frasa PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.

3) Pada akhir lampiran, kolom penandatangan na_rna jabatan
dan narna pejabat yang menandatangani diketik
menggunakal huruf kapital.

Lampiran selanjutnya menvesuaikan

b. Lampiran I.3, judul lampiran cukup dicanturnkan pada
halaman pertzuna.

c. Lembar Catatan Atas Laporal Keuangan :

i) Pada pojok kanan atas halaman pertama agar dicantumkan
judul Larnpir-an VII.

2) Tambahkan judul lampirar, :

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3) Sistematika penulisan CALK agar disesuaikan dengal Surat
Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO.l.L5.l /7796/Keuda tanggal
30 April 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD TA 2O23 dan Rancalgan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabararr Pertanpgungiawabal Pelaksanaan APBD
TA 2023.

4) Landasan hukum pada CALK agar disesuaikan dengan
koreksi pada diktum mengingat rancangzrn peraturan daerah.

5) Diakhir lampiran agar diberi kolom penaldatanganan oleh
Bupati.

d. Larnpiran XIII judul diubah menjadi :

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

e. Lampiran XIV judul diubah menjadi :

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN

f. Lampiran XX2 dialhir lampiran agar diberi kolom
penandatangalan oletr Bupati.

B. Rancalgan Peraturan Bupati

1, Konsideran menimbang diubah menjadi :

bahwa untuk melaksanakan ketentuar Pasal i 1 Peraturan
Daera-h Nomor .... Tahun 2024 tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaral Pendapatan dal Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belan;a Daerah Tahun Anggaran 2O23 sebagai

rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelalsanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran

2023;.
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2. Konsideran mengingat disesuaikan dengan koreksi pada
rancangan pcraturan daerah.

3. Lampiran :

a. Lampiran I
1) Penulisan lampiran pada pojok kalan atas halamal pertama

diubah menjadi :

LAMPIRAN.,..
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR......TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

2\Pada akhir lampiran, kolom penandatangan nama jabatan
dan narna pejabat yarg menandatangani diketik
menggunakan huruf kapital.

Lampiran selanjutnya menyesuaikar.
b. Lampiran I, judul lampiran frasa KABUPATEN PESAWARAN

diubah rnenjadi frasa PEMERINTAH KABUPATEN
PESAWARAN.

c. Lampiran I.1, judul lampiran cukup dicantumkan pada
halaman pertama.

rV. EVALUASI RANCAI5GAN PERATURAN DAERAH DENGAN TEMUAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP} BADAN PEMERIKSA
KDUANGAN

1 Terdapat kesesuaian arrtara Rancangan Peraturan Daerah tentalg
Pertanggungjawaban Pelal<sanaan Anggaran Pendapatan Dal
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancalgan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksalaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
dengal temuan Badern Pemeriksa Keuangan Nomor
3 1 B/ LHP/Xurr.BLiP / 05 I 2024

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten
Pesawaran agat terus mempertahankan konsistensi antara
Rancangan Peratural Daerah tentang Pertanggunglawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatal dan Belanja Daerah Tahun anggararl 2023 dengan
temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keualgan
Nomor 3 1 B/ l,HPlXVTIt.BLP / oS / 2024.



c Terdapat rekomendasi dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 1 B/ LHP/XUII.BLP / 05 / 2024
yang belum sesuai/selesai sebanyak 176 (seratus tujuh puluh
enam) rekomendasi dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 29
(dua puluh sembilan) rekomendasi.

Terhadap temuan Badan Pemeriksaan Keuangan yang belum
sesuai/ selesai dan yang belum ditindaklanjuti, Pemerintah
Kabupaten Pesawaran segera menindaklanjuti sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pj GUBERNUR G
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